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	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN SAYUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA  OPD
KANTOR  KECAMATAN  SAYUNG
Pernyataan  Tanggung  Jawab

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Sayung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
          Sayung,   Januari 2019
CAMAT – SAYUNG

Drs. SUGENG PUJIONO, M.Si
       PEMBINA  

   NIP. 19630715 199603 1 001       
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 
Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,  dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 
Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai  berikut :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437);
d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987); 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah  Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak;
q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak.
r) Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak.
s) Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak.
t) Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak.
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD
Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Kecamatan Sayung Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
BAB I   
:   
PENDAHULUAN

1.1
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3.
Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.
BAB II 
: 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.
BAB III 
: 
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB IV  
:    
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1
Laporan Realisasi Anggaran 

5.2
Laporan Operasional

5.3
Laporan Perubahan Ekuitas

5.4
Neraca
BAB V
:  
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan 
BAB VI
:
PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II 
Ambil Laporan Fisik/SPJ Fungsional Des2018
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD 
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
OPD Kecamatan Sayung pada tahun anggaran 2018 melaksanakan urusan  wajib  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dengan capaian kinerja sebagai terlampir :
	K
KODE REK

URUSAN

ANGGARAN

REALISASI

%

5

BELANJA

2.345.864.000
2.172.466.950
96%
5 . 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.794.564.000
1.295.357.193
94%

5 . 1 . 1
Belanja Pegawai

     1.794.564.000
          1.295.357.193
94%

5 . 1 . 1 . 01

Belanja Gaji dan Tunjangan

               1.407.414.000
1.256.672.193
93%
5 . 1 . 1 . 02

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

387.150.000                 
386.850.000
98%

5 . 2

BELANJA LANGSUNG

99%
5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

77.243.000                    
76.829.900
98%
5 . 2 . 1 . 01

Honorarium PNS

27.143.000                   

27.143.000
100%

5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

                    50.100.000
49.686.900
98%

5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

                  454.057.000
435.114.857 

99%
5 . 2 . 2 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis

                    20.252.000 

20.252.000
100%
5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan/Material

32.675.000                    

32.675.000 

100%

5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

                  144.380.450. 

126.271.727
97%

5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi

                        971.550 

513.130
17%

5 . 2 . 2 . 05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

                    37.000.000 

37.000.000 

100%

5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

10.698.000
10.688.000
97%

5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

625.000
500.000
97%

5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan  Minuman

71.905.000
71.665.000
97%

5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

15.000.000
15.000.000
100%

5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

16.850.000
16.850.000
100%

5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

65.700.000
65.700.000
100%

5 . 2 . 2 . 17

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

20.000.000
20.000.000
98%

5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan

18.000.000
18.000.000
100%

5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.000.000
17.000.000
99%
5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

17.000.000
                  17.000.000
99%

5 . 2 . 3 . 59

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan jaringan listrik
3.000.000
 0,00
98%

 

 

SURPLUS / DEFISIT

             (2.345.864.000)

(2.172.466.950)

 

 

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

             (2.345.864.000)

(2.172.466.950)


	URUSAN
	ANGGARAN
	REALISASI
	%


2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Dalam melaksanakan urusan Wajib di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian  selama tahun 2018, OPD Kecamatan Sayung mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya :
Tidak terlaksanyanya program Pembangunan Jalan Antar Desa 
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tahun anggaran 2018 merupakan tahun terakhir  penyajian laporan keuangan berbasis kas. Selanjutnya sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

4.1
BASIS AKUNTANSI  YANG  MENDASARI  LAPORAN KEUANGAN
Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan OPD Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2
BASIS  PENGUKURAN  YANG  MENDASARI  PENYUSUNAN  LAPORAN KEUANGAN
1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak perlu dibayar. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk di OPD Kecamatan Sayung tidak ada laporan pendapatan karena memang tidak ada pendapatan sehingga laporan pendapatan di Kecamatan Sayung Nihil
Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD maupun OPD.  Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan. Adapun untuk OPD 
Kecamatan Sayung tanggal per 31 Desember 2018  tidak ada pendapatan yang ditangguhkan
2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis belanja, organisasi dan fungsi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/Nihil.
3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA.
4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas bulan) bulan (satu periode akuntansi).
a. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OPD Kecamatan Sayung Kabupaten Demak/ investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Demak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus.

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan tentang piutang. 
Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar  nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan  umur piutang. 

Piutang Pajak 

	No.
	Umur Piutang
	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1.

2.

3.

4.

5.
	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun
	25 %

35 %

50%

75 %

100 %


Piutang Retribusi 

	No.
	Umur Piutang
	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1.

2.

3.
	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 3 Tahun
	25 %

50 %

100 %


Piutang Selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

	No.
	Umur Piutang
	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1.

2.

3.

4.

5. 
	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun

Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun
	25 %

35 %

50 %

75 %

100 %


Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional OPD Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan Sayung 

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional OPD Kecamatan Sayung  Kabupaten Demak;

b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan ;

c. barang dalam proses kegiatan tersebut  yaitu kegiatan yang telah direncanakan dalam waktu 1 tahun anggaran;

d. barang yang disimpan untuk proses kegiatan tersebut agar tidak terhambat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud
b. Investasi Jangka Panjang
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

a. Investasi Non Permanen; adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.Investasi non permanen terdiri dari:

1) Pembelian Surat Utang Negara;

2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;

3) Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari :

1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

2) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Demak;

3) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Demak, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengakuan dan penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan metode ekuitas. OPD Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Demak dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Demak, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Pelepasan investasi jangka panjang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Demak dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Penyisihan 
investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir, sebagai berikut :

a.
Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 100% dari nilai dana bergulir tersebut. 

b. 
Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan sebesar 50% dari nilai dana bergulir tersebut. 

c. 
Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% dari nilai dana bergulir tersebut. 
c. Aktiva Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas 
perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1) penambahan;

2) pelepasan;

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

d. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

2) Tanggal efektif penilaian kembali;

3) Jika ada, nama penilai independen;

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
d. Dana Cadangan 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ini  disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. 

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. 
e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Demak yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Demak secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Demak. 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Demak setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Demak disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kebijakan Akuntansi :

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/ investor untuk membangun aset tersebut.
d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Aset tidak berwujud meliputi software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun; lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. 
e. Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak. 
5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Demak, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 
Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang PFK terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
b. Utang jangka pendek lainnya
merupakan kewajiban  yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/ potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/ potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/ potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pengukuran utang jangka pendek lainnya untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. 
Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari : Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 
6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana 

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. 

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.
Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :
a. Ekuitas dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.

2) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan.

3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.

4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.

5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang  Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.
b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.

2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari Aset Tetap.

3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), merupakan akun lawan Aset Lainnya.
4) Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.  
c.  Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.
7. Kebijakan Akuntansi Tertentu
a. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap seharusnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dalam masa transisi penerapan SAP ini. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya, sehingga aset  tetap dinilai berdasarkan biaya perolehannya tanpa dikurangi akumulasi penyusutan;

b. Pencatatan aset tetap didasarkan juga atas berita acara.

c. Penghapusan aset tetap dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1) Nyata-nyata rusak, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjalankan fungsinya

Hilang, dengan dukungan dokumen laporan kepada pihak yang berwajib. Penghapusan aset tetap dari pembukuan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD
3.1 Laporan Realisasi Anggaran
3.1.1 Pendapatan
a.
Pendapatan Asli Daerah 


Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018. 
OPD Kecamatan Sayung selama tahun 2018  tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari  :
· Pendapatan Pajak

· Pendapatan Retribusi

· Dan pendapan lain-lain
3.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Sayung untuk periode Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing  belanja tersebut adalah sebagai berikut :
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 ANGGARAN  REALISASI   REALISASI 

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1

 Belanja Operasi 

2,325,864,000 2,155,466,950.00

93%

2,459,427,434

2

 Belanja Modal 

20,000,000 17,000,000.00

85%

417,443,500

Jumlah

2,345,864,000 2,172,466,950 93% 2,876,870,934

No URAIAN

2018

 % 

BELANJA DAERAH


a 
Belanja Operasi
Belanja Operasi OPD Sayung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2018  sebagai berikut :
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Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp  2.325.864.000,- dan terealisasi sebesar    Rp 2.155.466.950,- atau 96 %. Mengalami penurunan sebesar Rp 303.960.484,-  atau  2% bila dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar  Rp 2.459.427.434,-
      Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :
· Belanja Pegawai  tahun 2018 sebesar    Rp.1.720.352.093,- dan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.764.847.502,-
· Belanja Barang dan Jasa  Tahun 2018 sebesar   Rp.    435.114.857,- dan Tahun 2017 sebesar Rp. 694.579.932,-
1. Belanja Pegawai
Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, Gaji dan tunjangan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, gaji dan tunjangan pegawai, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan penghasilan PNS, dan Belanja Pegawai BLUD. ( 5.1.1 dan 5.2.1)

[image: image2.emf]ANGGARAN REALISASI %

1 Gaji dan Tunjangan          1.407.414.000         1.256.672.193  89%    1.245.351.382 

2

Tambahan Penghasilan PNS 387.150.000             386.850.000           

100%

354.200              

3

Belanja Penerimaan lainnya 

Pimpinan dan anggota DPRD 

serta KDH/WKDH

4

Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah

5

Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah

6

Honorarium PNS 27.143.000               27.143.000             

100%

27.570.000         

7

Honorarium Non PNS 50.100.000               49.686.900             

99%

38.392.000         

8

Uang Lembur

9

Belanja Pegawai BLUD

Jumlah 1.871.807.000 1.720.352.093 92% 1.311.667.582    

NO Uraian

2018

REALISASI 

2017


Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 1.871.807.000 dan terealisasi sebesar    Rp 1.720.352.093,- atau  92 %.Mengalami peningkatan sebesarRp 151.454.907,-
atau  1 % bila dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar   Rp 1.311.667.582,- 
2. Belanja Barang dan Jasa  ( 5.2.2 )
Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan 
material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan,  belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa, belanja makan / minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan pelatihan, belanja jasa konsultasi, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja barang dan jasa BLUD.
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 ANGGARAN   REALISASI  REALISASI 

(Rp)   (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Pegawai 1.871.807.000 1.720.352.093 92% 1.764.847.502            

2 Belanja Barang 

454.057.000 435.114.857

96%

                     694.579.932 

2.325.864.000 2.155.466.950 93% 2.459.427.434

Jumlah Belanja Operasi

No URAIAN

2018

 % 

BELANJA OPERASI


Belanja barang/ jasa Tahun anggaran 2018 dianggarkan  sebesar Rp 454.057.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 435.114.857,- atau 96 %.  Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018  sebesar Rp 259.465.075,- atau sebesar 3 % di dibandingkan dengan realisasi belanja barang jasa tahun 2016 sebesar Rp. 259.465.075,-
Terhadap belanja barang diatas terdapat pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat diantaranya :
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1Belanja Bahan Pakai Habis         20.252.000       20.252.000  100%            31.143.000 

2Belanja Bahan/Material         32.675.000       32.675.000  100%          124.000.000 

3Belanja Jasa Kantor       144.380.450     126.271.727  87%          150.787.292 

4Belanja Premi Asuransi              971.550            513.130  53%                   41.040 

5Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor         37.000.000       37.000.000  100%            32.500.000 

6Belanja Cetak dan Penggandaan         10.698.000       10.688.000  100%            21.217.000 

7

Belanja Sewa 

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                       -                       -    0%

8Belanja Sewa Sarana Mobilitas              625.000            500.000  100%              2.500.000 

9Belanja Sewa Alat Berat

10

Belanja Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 100%            12.125.000 

11Belanja Makanan dan Minuman         71.905.000       71.665.000  100%          141.540.000 

12Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya         15.000.000       15.000.000  100%            10.000.000 

13Belanja Pakaian Kerja

14

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu         16.850.000       16.850.000  100%            30.850.000 

15Belanja Perjalanan Dinas         65.700.000       65.700.000  100%            85.583.000 

16Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

17

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknis PNS         20.000.000       20.000.000  100%            20.000.000 

18Belanja Pemeliharaan         18.000.000       18.000.000  100%            32.293.600 

19Belanja Jasa Konsultansi

20

Belanja Barang yang akan diserahkan 

kepada masyarakat/pihak ketiga

21Belanja Barang dan Jasa BLUD

22

Uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/masyarakat

23

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan 

bimbingan teknis non PNS

JUMLAH 454.057.000       435.114.857     96% 694.579.932          

NO Uraian

2018

REALISASI 2017


Dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat yang telah direalisasikan telah diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat sebesar Rp.-dan masih belum diserahkan dan dicatat sebagai persediaan di OPD Kecamatan Sayung sebesar Rp-
b.
Belanja Modal

Belanja Modal OPD Sayung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung  dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2018 sebagai berikut:
[image: image7.emf]No KEGIATAN

JENIS BELANJA  

BARANG

 PAGU   REALISASI SISA PAGUKETERANGAN

1 N I H I L Belanja Barang 

yang akan 

diserahkan kepada 

pihak ketiga

dll

JUMLAH


Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp  20.000.000,- dan terealisasi sebesar             Rp  17.000.000,-  atau sebesar  99  %.  Mengalami   penurunan  sebesar Rp 300.887.500 atau sama  98% dengan  tahun anggaran 2018  dimana realisasi Belanja Modal sebesar   Rp 317.887.000,-   
1. Belanja Modal Tanah
OPD.Sayung  tidak menganggarkan pengadaan Tanah sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp 0  seluas -.M2 yang akan digunakan untuk..- beralamat di –
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium
OPD Kecamatan Sayung menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp Rp. 17.000.000,-  dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Modal Pengadaan 2 Unit AC

Rp .  10.000.000
b. Belanja Modal pengadaan Sound System

Rp/    7.000.000

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Sayung menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar                Rp. - dan terealisasi sebesar Rp -  dengan rincian sebagai berikut :
4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode   1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan.

OPD.Kecamatan Sayung  menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp  - dan terealisasi sebesar Rp - dengan rincian sebagai berikut :
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk  periode   1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman.

Adapun untuk OPD Kecamatan Sayung tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya 
6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk  periode   1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. terdiri dari Belanja asset tak berwujud 
Adapun untuk OPD Kecamatan Sayung untuk tahun 2017 tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya 
Dari anggaran belanja sebesar Rp 2.345.864.000 dapat terealisasi sebesar                                   Rp 2.172.466.950  atau sebesar 93% 
c.
Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Selain mengelola APBD, OPD Kecamatan Sayung tidak mengelola  Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama dibidang - dengan rincian sebagai berikut :
[image: image8.emf]2017

 ANGGARAN  REALISASI  REALISASI 

 (Rp)   (Rp)  (Rp) 

1 BM Tanah 

2 BM  Peralatan dan Mesin  20.000.000 17.000.000 85% 317.887.500

3 BM Gedung dan Bangunan 

4 BM Jalan.Irigasi dan Jaringan 

5 BM Aset Tetap Lainnya 

6 BM  Aset Lainnya 

20.000.000,00 17.000.000,00 85% 317.887.500,00 Jumlah Belanja Modal 

No   URAIAN 

2018

 % 

BELANJA MODAL 


3.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,  beban,  surplus/defisit  dari  kegiatan operasional,  surplus/defisit  dari kegiatan non operasional,  surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara  komparatif
3.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah 


Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018. 

OPD Kecamatan Sayung selama tahun 2018 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah .OPD…….. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ……..pada tahun 2017 
3.2.2 Beban
a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pergawai, Gaji dan tunjangan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, gaji dan tunjangan pegawai, insentif  pemungutan  pajak dan retribusi daerah, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur,  tambahan penghasilan PNS, dan Belanja Pegawai BLUD dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya.
Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan OPD Kecamatan Sayung tidak terdapat belanja Pegawai yang dikapitalisasi kedalam nilai asset tetap Beban Peg2017 sebesar Rp.......
b. Beban Persediaan  ( sebaiknya membuat berita acara persediaan )
b. OPD Kecamatan Sayung memiliki persediaan barang sebesar                     Rp 94.000 diawal tahun, dengan belanja barang / bahan sebesar                 Rp. 31.143.000,- dimana persediaan Per. 31 Desember 2018  sebesar Rp.94.000,-  dan terdapat belanja barang yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp..-  sehingga Beban bahan / Persediaan pada tahun 2018  sebesar Rp. 94.000,- ( Persediaan awal 2017 + Realisasi - Belanja Persediaan akhir  )
a. Beban Jasa
OPD Kecamatan Sayung membayar belanja jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 150.787.292,-  sedangkan yang digunakan untuk membayar utang jasa tahun 2016 (sebelumnya) sebesar Rp 1.236.243,- dan terdapat belanja jasa yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.-  sehingga Beban jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 106.593.686 ( Bel. Jasa  Kantor – Nota jasa tahun 2017 + Nota Jasa Tahun 2017 )
b. Beban Pemeliharaan
OPD Kecamatan Sayung membayar belanja pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.933.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban pemeliharaan tahun 2015 (sebelumnya) sebesar Rp -  dan terdapat belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.-  sehingga Beban pemeliharaan pada tahun 2015 sebesar Rp -
c. Beban Perjalanan Dinas
OPD Kecamatan Sayung membayar belanja perjalanan dinas pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.100.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang perjalanan dinas tahun 2015 (sebelumnya) sebesar Rp.-  .dan terdapat belanja perjalanan dinas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp..-   sehingga  Beban perjalanan dinas pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.100.000,-
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.             Per. 31 Desember 2018 beban penyusutan terhadap aset tetap sebesar          Rp  917.428.987,-  dan amortisasi terhadap asset tidak berwujud sebesar Rp.-, yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut :   sebagai terlampir
e. Beban Lain-lain

Pada tahun 2018 terdapat beban lain-lain sebesar Rp..- dengan penjelasan sebagai berikut :  Nihil
3.3 Laporan Perubahan Equitas
Nilai Equitas (awal) per 31 Desember 2018
Suplus (devisit) LO

Dampak Kumulatif

Equitas
3.4  Neraca
3.4.1 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp 975.084.366,90,- terdiri dari Aset lancar sebesar        Rp -, Investasi Jangka panjang sebesar Rp -  Aset Tetap sebesar                        Rp . 974.054.366,90,-  serta Aset lainnya sebesar Rp  - sedangkan tahun 2015 sebesar Rp 3.807.070.834,90,-
a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2018 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar                Rp nihil  dimana tidak ada sisa Uang Persediaan yang telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp nihil sehingga tidak ada  keterangan yang harus diuraikan
2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per. 31 Desember 2018 Saldo Piutang OPD  Kecamatan Sayung adalah sebesar Rp.Nihil meningkat / menurun sebesar Rp Nihil atau 0% jika dibandingkan Piutang tahun 2015 yaitu sebesar RpNihil  sehingga tidak ada yang syang harus dirinci/ dijelaskan dalam tabel 
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Sedangkan subjek Piutang pajak / retribusi / lainnya secara rinci adalah sebagai berikut :

[image: image10.emf]Saldo Piutang s.d 

2015

Pembayaran 2016

Penambahan 

Piutang 2015

Saldo Piutang s.d 

2016


3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2018  sebesar Rp.-  dari Jumlah Piutang sebesar Rp.-  sehingga Piutang yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.-  
a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak.-- Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp- dari Jumlah Piutang Pajak Rp.-  sebesar Rp.-  sehingga Piutang Pajak. Rp.-  yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp Rp.-  
[image: image11.emf]No

Nama Subjek Pajak 

/ Retribusi

Piutang 2015
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Saldo Piutang 

2015


b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi..-   Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.-  dari Jumlah Piutang Retribusi.-sebesar Rp.-  sehingga Piutang Retribusi. - yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.-  
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c. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang - Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.-  dari Jumlah Piutang - sebesar Rp.-  sehingga Piutang .- yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.-  dengan rincian sebagai berikut :

[image: image13.emf]1 2011 100% -                         -                         Macet

2 2012 50% -                         -                         Diragukan

3 2013 25% -                         -                         Kurang lancar

4 2014 25% -                         -                         Kurang lancar

5 2015 -            -                         -                         Lancar

-                         -                         -                         JUMLAH


4) Beban dibayar dimuka

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember OPD Kecamatan Sayung mencatat beban dibayar dimuka sebesar Rp.-  
Belanja Asuransi bangunan dan gedung OPD  Kecamatan Sayung  sebesar Rp.-  dengan masa jaminan s.d tanggal.-  2018 maka diakui sebagai beban asuransi tahun 2018 sebesar Rp.-  dan beban dibayar dimuka asuransi sebesar Rp.-  
5) Persediaan
Persediaan Per. 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 255.000,- jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2017 sebesar                         Rp. 1.030.000 menurun sebesar Rp.775.000 atau sebesar 75%  dengan rincian sebagai berikut :
[image: image14.emf]No Tahun  Piutang % Penyisihan

Net Realizable 

Value (NRV)

Keterangan

1 2011 100% -                         -                          Macet 

2 2012 50% -                         -                          Diragukan 

3 2013 50% -                         -                         Diragukan

4 2014 25% -                         -                         Kurang lancar

5 2015 25% -                         -                         Kurang lancar

6 2016 -            -                         -                         Lancar


Per. 31 Desember 2018 OPD Kecamatan Sayung telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :
[image: image15.emf]No Jenis Persediaan 2018 2017

Alat Tulis Kantor 255.000                        754.000                       

Materai

75.000                         

Alat Listrik

-                               

Barang Cetakan

Karcis

Alat Kebersihan

43.000                         

Aspal

Makan dan minum

158.000                       

Barang Kuasi (Dinhubkominfo)

Bahan Bakar Minyak Pelumas

Barang yang akan diserahkan ke 

masyarakat / Pihak ketiga

Obat-obatan

Bahan Laboratorium

Lain-lain

255.000                        1.030.000                    


b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap OPD Kecamatan Sayung Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar   Rp. 5.067.454.494 dan Rp.1.891.483.354,-  Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

[image: image3.emf]NO URAIAN PER 31/12/2018 PER 31/12/2017

1

Tanah

1.851.000.000,00 1.851.000.000,00

2

Peralatan dan Mesin

881.947.882,83 865.157.882,83

3

Gedung dan Bangunan

3.659.690.500,00       3.470.690.500,00      

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.379.774.000,00 1.381.424.000,00

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi dalam Pengerjaan

JUMLAH

7.772.412.382,83 7.568.272.382,83


1) Tanah
OPD Sayung Per. 31 Desember 2018 mencatat aset tanah sbesar    Rp 1.851.000.000,00 tetap dimana aset tanah bersumber dari pengadaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.851.000.000,00

sesuai Buku Inventaris terlampir.
[image: image16.emf]No Jenis Persediaan Nama barang Jumlah UnitHarga / unit Jumlah Harga

Alat Tulis Kantor HVS 3 45.000 Rp     135.000,00           

Stop Map Folio 60 1.500 Rp       90.000,00             

Snelhecter Folio 10 1.500 Rp       15.000,00             

Tinta Prins 1 15.000 Rp     15.000,00             

J U M L A H 255.000,00           


2) Peralatan dan Mesin
Per. 31 Desember 2018, OPD Kecamatan Sayung membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp 881.947.882,83.,- meningkat sebesar                     Rp 17.000.000,- dan terdapat penyusutan Rp 210.000 jika dibandingkan dengan 2017 sebesar                   Rp 865.157.882,83.,-
[image: image17.emf]Saldo per 31/12/2017 1.851.000.000,00

Penambahan tahun 2018

Pengurangan tahun 2018

Saldo per 31/12/2018 1.851.000.000,00


3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2018, OPD.Kecamatan Sayung membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp.       3.659.690.500,00 

meningkat sebesar Rp.189.000.000,- (Mutasi) jika dibandingkan dengan  Tahun 2017 sebesar Rp.       3.470.690.500,00 

4) [image: image18.emf]Saldo per 31/12/2017 865.157.882,83

Penambahan tahun 2018 17.000.000

Pengurangan tahun 2018 210.000,00

Saldo per 31/12/2018 881.947.882,83


Penambahan aset bangunan dan gedung  bersumber dari Mutasi  sebesar Rp.189.000.000,-  penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai  sebesar Rp. -  penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.-  penambahan dari hibah barang sebesar Rp.-  penambahan karena mutasi dari OPD Kecamatan Sayung sebesar Rp- , dan karena koreksi sebesar Rp. .(Terdapat koreksi Nilai harga pada bangunan mushola) Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung bersumber dari penghapusan Rp.Nihil pengurangan karena mutasi aset ke OPD Kecamatan Sayung sebesar Rp Nihil dan karena terdapat koreksi sebesar Rp nihil .(penyebab koreksi dijelaskan).

Nilai aset bangunan dan gedung antara Neraca dan KIB terdapat selisih sebesar Rp.-  karena terdapat Aset dalam KIB yang telah digolongkan dalam aset lain-lain karena dalam proses penghapusan sebesar Rp. Nihil 
5) Aset Tetap Lainnya         
[image: image19.emf]Saldo per 31/12/2017 3.470.690.500,00

Penambahan tahun 2018 189.000.000

Pengurangan tahun 2018

Saldo per 31/12/2018 3.659.690.500,00


Per. 31 Desember 2017, OPD.Kecamatan Sayung membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.Nihil meningkat sebesar Rp Nihil atau 0 .% jika dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp Nihil
Penambahan Aset Tetap Lainnya bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp.-, penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.-, penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.-, penambahan dari hibah barang sebesar Rp.-,  penambahan karena mutasi dari OPD Kecamatan Sayung sebesar Rp.-,  dan karena koreksi sebesar Rp.-, (penyebab koreksi dijelaskan). Sedangkan pengurangan atas Aset Tetap Lainnya bersumber dari penghapusan Rp.-, pengurangan karena mutasi aset ke OPD Kecamatan Sayung sebesar Rp.-, dan karena terdapat koreksi sebesar Rp.-, (penyebab koreksi dijelaskan).
Nilai Aset Tetap Lainnya antara Neraca dan KIB terdapat selisih sebesar Rp.-,  karena terdapat Aset dalam KIB yang telah digolongkan dalam aset lain-lain karena dalam proses penghapusan sebesar Rp.-,
6) Konstruksi dalam Pekerjaan
[image: image20.emf]Saldo per 31/12/2015 Nihil

Penambahan tahun 2016 Nihil

Pengurangan tahun 206 Nihil


Per. 31 Desember 2017, OPD Kecamatan Sayung membukukan Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp. Nihil,- meningkat sebesar                   Rp Nihil atau  - % jika dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp.-,
Penambahan Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber dari pengadaan belanja modal -, yang belum selesai sebesar Rp.,-  penambahan dari kapitalisasi belanja pegawaiS sebesar Rp.-, penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.-, dan karena koreksi sebesar Rp-,- Sedangkan pengurangan atas Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber dari pembangunan aset - telah selesai sebesar Rp.-, pengurangan karena mutasi penghapusan sebesar Rp.-, dan karena terdapat koreksi sebesar Rp
sedangkan rincian Konstruksi dalam pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut :
c. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2017 sebesar Rp  Nihil secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :
	Uraian
	Masa manfaat (Tahun)
	Harga Perolehan
	Akumulasi Penyusutan s.d 2015
	Beban Penyusutan 2017
	Akumulasi Penyusutan s.d 2017

	
	
	
	
	
	

	ASET TETAP
	
	 
	 
	 
	 

	Peralatan dan Mesin
	
	727.621.354,-
	 432.722.974,-
	 (901.967),-
	431.821.007,-

	Alat-Alat Besar Darat
	10
	 
	 
	 
	 

	Alat-Alat Besar Apung
	8
	 
	 
	 
	 

	Alat-alat Bantu
	7
	 
	 
	 
	 

	Alat Angkutan Darat Bermotor
	7
	 463.407.880,-
	 224.882.360,-
	6.087.673,-
	230.970.033,-

	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
	2
	 
	 
	 
	 

	Alat Angkut Apung Bermotor
	10
	 
	 
	 
	 

	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
	3
	 
	 
	 
	 

	Alat Angkut Bermotor Udara
	20
	 
	 
	 
	 

	Alat Bengkel Bermesin
	10
	 
	 
	 
	 

	Alat Bengkel Tak Bermesin
	5
	 
	 
	 
	 

	Alat Ukur
	5
	 
	 
	 
	 

	Alat Pengolahan Pertanian
	4
	 
	 
	 
	 

	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
	4
	 
	 
	 
	 

	Alat Kantor
	5
	 30.258.200,-
	33.123.200,-
	(12.765.000),-
	 20.358.200,-

	Alat Rumah Tangga
	5
	 108.401.390,-
	64.382.030,-
	17.026.027,-
	 81.408.057,-

	Peralatan Komputer
	5
	 86.805.884,-
	94.324.384,-
	(27.746.000),-
	66.578.384,-

	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
	5
	7.500.000,- 
	--
	1.258.333,- 
	1.258.333,- 

	Alat Studio
	5
	9.029.000,- 
	--
	9.029.000,- 
	9.029.000,- 

	Alat Komunikasi
	5
	 22.219.000,-
	 11.211.000,-
	11.008.000,-
	 22.219.000,-

	Peralatan Pemancar
	10
	 
	4.800.000,-
	(4.800.000),- 
	 -- 

	Alat Kedokteran
	5
	 
	 
	 
	 

	Alat Kesehatan
	5
	 
	 
	 
	 

	Unit-Unit Laboratorium
	8
	 
	 
	 
	 

	Alat Peraga/Praktek Sekolah
	10
	 
	 
	 
	 

	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
	15
	 
	 
	 
	 

	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
	15
	 
	 
	 
	 

	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
	10
	 
	 
	 
	 

	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
	10
	 
	 
	 
	 

	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
	7
	 
	 
	 
	 

	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
	15
	 
	 
	 
	 

	Senjata Api
	10
	 
	 
	 
	 

	Persenjataan Non Senjata Api
	3
	 
	 
	 
	 

	Alat Keamanan dan Perlindungan
	5
	 
	 
	 
	 

	Gedung dan Bangunan
	
	 390.103.000,-
	 60.186.345,-
	364.778.307,-
	 81.784.947,-

	Bangunan Gedung Tempat Kerja
	50
	345.103.000,-
	 51.186.345,-
	27.898.547,-
	79.084.947,-

	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
	50
	45.000.000,- 
	9.000.000,- 
	(6.300.000),- 
	2.700.000,- 

	Bangunan Menara
	40
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Bersejarah
	50
	 
	 
	 
	 

	Tugu Peringatan
	50
	 
	 
	 
	 

	Candi
	50
	 
	 
	 
	 

	Monumen/Bangunan Bersejarah
	50
	 
	 
	 
	 

	Tugu Peringatan Lain
	50
	 
	 
	 
	 

	Tugu Titik Kontrol/Pasti
	50
	 
	 
	 
	 

	Rambu-Rambu
	50
	 
	 
	 
	 

	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
	50
	 
	 
	 
	 

	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	
	 773.759.000,-
	 768.601.340,-
	 (364.778.307),-
	 403.823.033,-

	Jalan
	10
	773.919.000,-
	 658.675.380,-
	(258.839.547),-
	399.835.833,-

	Jembatan
	50
	
	 37.181.540,-
	(37.181.540),-
	 -- 

	Bangunan Air Irigasi
	50
	 49.840.000,-
	 72.744.420,-
	(68.757.220),-
	3.987.200,-

	Bangunan Air Pasang Surut
	50
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Air Rawa
	25
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
	10
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
	30
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Air Bersih/Baku
	40
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Air Kotor
	40
	 
	 
	 
	 

	Bangunan Air
	40
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Air Minum/Air Bersih
	30
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Air Kotor
	30
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Pengolahan Sampah
	10
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
	10
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Pembangkit Listrik
	40
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Gardu Listrik
	40
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Pertahanan
	30
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Gas
	30
	 
	 
	 
	 

	Instalasi Pengaman
	20
	 
	 
	 
	 

	Jaringan Air Minum
	30
	 
	 
	 
	 

	Jaringan Listrik
	40
	 
	 
	 
	 

	Jaringan Telepon
	20
	 
	 
	 
	 

	Jaringan Gas
	30
	 
	 
	 
	 

	Jumlah
	
	 1.891.483.354,-
	 1.261.510.659,-
	(344.081.672),-
	   917.428.987,-


Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2018 dan 2017, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok asset tetap
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Penambahan tahun 2016 Nihil 

Pengurangan tahun 2016 Nihil 

Saldo per 31/12/2016 Nihil 


OPD Kecamatan Sayung mencatat Aset tak berwujud Per. 31 Desember 2018 berupa :
[image: image22.emf]NO URAIAN PER 31/12/2018 PER 31/12/2017

1 Tagihan Penjualan Angsuran

2

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 

Keuangan Daerah

3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4 Aset Tak Berwujud

5 Aset Lain-lain

Jumlah


OPD Kecamatan Sayung Per. 31 Desember 2018 mencatat aset lain-lain yang merupakan aset tetap yang termasuk dalam proses penghapusan antara lain : Aset peralatan dan mesin yang akan dihapuskan sebesar Rp.- , bangunan dan gedung yang akan dihapuskan sebesar Rp -, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.-., Aset tetap lainnya sebesar Rp -
d. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Sedangakan untuk Kecamatan Sayung untuk tahun anggaran  2018
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2018 OPD Kecamatan Sayung membukukan kewajiban sebagai berikut :
a. Kewajiban Jangka Pendek
Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31 Desember 2017 OPD Kecamatan Sayung membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp - dengan rincian sebagai berikut:
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1) Utang PFK

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa utang PFK terdiri dari :

· Utang PPN sebesar Rp -
· Utang PPh. 21 sebesar Rp.-
· Utang PPh. 22 sebesar Rp.- 

2) Utang bunga

3) Pendapatan diterima dimuka

Per. 31 Desember 2018 OPD Kecamatan Sayung mencatat Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp Nihil terdiri dari :

· Retribusi sewa rumah dinas tahun 2018 sebesar Rp Nihil  dengan masa sewa mulai bulan Nihil  sehingga Pendapatan Sewa  LRA sebesar  Rp Nihil  Diakui sebagai Pendapatan (LO) sebesar Rp.- dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. Nihil 
· Pendapatan sewa tanah tahun 2017 sebesar Rp Nihil  dengan masa sewa mulai bulan Nihil  sehingga Pendapatan Sewa LRA sebesar Rp Nihil Diakui sebagai Pendapatan (LO) sebesar Rp.- dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp-
4) Utang beban

Utang beban pada OPD.Kecamatan Sayung terdiri dari :

· Utang beban Listrik dan telpon PLN sebesar Rp. 1.412.929,-
· Utang beban Air PDAM sebesar Rp –
5) Utang Jangka Pendek Lainnya :
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya

Secara rinci Daftar Utang Pemerintah Kabupaten Demak Per. 31 desember 2017 adalah sebagai berikut :  NIHIL
b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2018 OPD Kecamatan Sayung Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang
3.4.2 Equitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2018 Equitas dibukukan sebesar Rp. 975.084.366,90,- menurun sebesar                         Rp. 2.831.986.468,- atau sebesar 74%.
BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. 
Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada

Luas wilayah Administrasi Kecamatan Sayung adalah 67,76 kilometer persegi, terdiri atas  20 Desa, yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian atau bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai daerah agraris   Kecamatan Sayung terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 2.628,85 hektar, dan selebinya 5.251,15 HA hektar adalah lahan kering. 

Secara administratif, wilayah Kecamatan Sayung terbagi dalam 20 desa, yang kesemuanya masuk dalam klasiifikasi Desa Swasembada,  dengan rincian sebagai berikut :

Luas Wilayah Desa 

	No
	Desa
	Luas (Km2)

	1
	JETAKSARI
	1,42 

	2
	DOMBO
	 1,32

	3
	KALISARI
	3,43

	4
	KARANGASEM
	1,54

	5
	BULUSARI
	2,63

	6
	TAMBAKROTO
	3,45

	7
	LOIRENG
	3,15

	8
	SAYUNG
	4,56

	9
	PILANGSARI
	2,94

	10
	PRAMPELAN
	2,23

	11
	SRIWULAN
	4,02

	12
	PURWOSARI
	3,93

	13
	BEDONO
	7,39

	14
	TIMBULSLOKO
	4,61

	15
	SIDOGEMAH
	4,44

	16
	GEMULAK
	4,12

	17
	SURODADI
	5,10

	18
	TUGU
	5,13

	19
	BANJARSARI
	6,06

	20
	SIDOREJO
	6,33

	Jumlah
	78,80


1. Kondisi Umum OPD Kecamatan Sayung 

Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak, Susunan Organisasi Kecamatan Sayung terdiri dari :

1. 
Unsur Pimpinan, yaitu Camat;

2. 
Unsur pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris Camat, yang membawahi :


1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;


2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3.
Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :


1. Seksi Tata Pemerintahan;


2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;


3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;


4. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan


5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasrkan Perda   tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas di Kecamatan diturunkan menjadi 8 jabatan struktural yang terdiri dari :

· Camat

 : Eselon III.a

· Sekretaris Kecamatan

 : Eselon III.b

· Kepala Seksi Tata Pemerintahan

 : Eselon IV.a

· Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat

 : Eselon IV.a


· Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

 : Eselon IV.a

· Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum        : Eselon IV.a

· Kasubbag Umum dan Kepegawaian

 : Eselon IV.b

· Kesubbag Perencanaan dan Keuangan

 : Eselon IV.b
Bagan Struktur Organisasi

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
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2

Utang bunga

3

Pendapatan diterima dimuka

4

Utang beban

5 Utang Jangka Pendek Lainnya
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[image: image25.emf]2017

 ANGGARAN   REALISASI  REALISASI 

(Rp)   (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Pegawai 1.871.807.000 1.720.352.093 92% 1.764.847.502            

2 Belanja Barang 

454.057.000 435.114.857

96%

                     694.579.932 

2.325.864.000 2.155.466.950 93% 2.459.427.434

Jumlah Belanja Operasi

No URAIAN

2018

 % 

BELANJA OPERASI

[image: image26.emf]ANGGARAN REALISASI %

1Belanja Bahan Pakai Habis         20.252.000       20.252.000  100%            31.143.000 

2Belanja Bahan/Material         32.675.000       32.675.000  100%          124.000.000 

3Belanja Jasa Kantor       144.380.450     126.271.727  87%          150.787.292 

4Belanja Premi Asuransi              971.550            513.130  53%                   41.040 

5Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor         37.000.000       37.000.000  100%            32.500.000 

6Belanja Cetak dan Penggandaan         10.698.000       10.688.000  100%            21.217.000 

7

Belanja Sewa 

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                       -                       -    0%

8Belanja Sewa Sarana Mobilitas              625.000            500.000  100%              2.500.000 

9Belanja Sewa Alat Berat

10

Belanja Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 100%            12.125.000 

11Belanja Makanan dan Minuman         71.905.000       71.665.000  100%          141.540.000 

12Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya         15.000.000       15.000.000  100%            10.000.000 

13Belanja Pakaian Kerja

14

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu         16.850.000       16.850.000  100%            30.850.000 

15Belanja Perjalanan Dinas         65.700.000       65.700.000  100%            85.583.000 

16Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

17

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknis PNS         20.000.000       20.000.000  100%            20.000.000 

18Belanja Pemeliharaan         18.000.000       18.000.000  100%            32.293.600 

19Belanja Jasa Konsultansi

20

Belanja Barang yang akan diserahkan 

kepada masyarakat/pihak ketiga

21Belanja Barang dan Jasa BLUD

22

Uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/masyarakat

23

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan 

bimbingan teknis non PNS

JUMLAH 454.057.000       435.114.857     96% 694.579.932          

NO Uraian

2018

REALISASI 2017


[image: image27.emf]No KEGIATAN

JENIS BELANJA  

BARANG

 PAGU   REALISASI SISA PAGUKETERANGAN

1 N I H I L Belanja Barang 

yang akan 

diserahkan kepada 

pihak ketiga

dll

JUMLAH
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 ANGGARAN  REALISASI  REALISASI 

 (Rp)   (Rp)  (Rp) 

1 BM Tanah 

2 BM  Peralatan dan Mesin  20.000.000 17.000.000 85% 317.887.500

3 BM Gedung dan Bangunan 

4 BM Jalan.Irigasi dan Jaringan 

5 BM Aset Tetap Lainnya 

6 BM  Aset Lainnya 

20.000.000,00 17.000.000,00 85% 317.887.500,00 Jumlah Belanja Modal 

No   URAIAN 

2018

 % 

BELANJA MODAL 
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[image: image32.emf]No Tahun  Piutang % Penyisihan

Net Realizable 

Value (NRV)

Keterangan

1 2010  -

2 2011

3 2012

4 2013

5 2014

-                         -                         -                         JUMLAH

[image: image33.emf]1 2011 100% -                         -                         Macet

2 2012 50% -                         -                         Diragukan

3 2013 25% -                         -                         Kurang lancar

4 2014 25% -                         -                         Kurang lancar

5 2015 -            -                         -                         Lancar

-                         -                         -                         JUMLAH

[image: image34.emf]No Tahun  Piutang % Penyisihan

Net Realizable 

Value (NRV)

Keterangan

1 2011 100% -                         -                          Macet 

2 2012 50% -                         -                          Diragukan 

3 2013 50% -                         -                         Diragukan

4 2014 25% -                         -                         Kurang lancar

5 2015 25% -                         -                         Kurang lancar

6 2016 -            -                         -                         Lancar

[image: image35.emf]No Jenis Persediaan Nama barang Jumlah UnitHarga / unit Jumlah Harga

Alat Tulis Kantor HVS 3 45.000 Rp     135.000,00           

Stop Map Folio 60 1.500 Rp       90.000,00             

Snelhecter Folio 10 1.500 Rp       15.000,00             

Tinta Prins 1 15.000 Rp     15.000,00             

J U M L A H 255.000,00           

[image: image36.emf]No Jenis Persediaan 2018 2017

Alat Tulis Kantor 255.000                        754.000                       

Materai

75.000                         

Alat Listrik

-                               

Barang Cetakan

Karcis

Alat Kebersihan

43.000                         

Aspal

Makan dan minum

158.000                       

Barang Kuasi (Dinhubkominfo)

Bahan Bakar Minyak Pelumas

Barang yang akan diserahkan ke 

masyarakat / Pihak ketiga

Obat-obatan

Bahan Laboratorium

Lain-lain

255.000                        1.030.000                    


[image: image37.emf]Saldo per 31/12/2017 1.851.000.000,00

Penambahan tahun 2018

Pengurangan tahun 2018

Saldo per 31/12/2018 1.851.000.000,00

[image: image38.emf]Saldo per 31/12/2017 865.157.882,83

Penambahan tahun 2018 17.000.000

Pengurangan tahun 2018 210.000,00

Saldo per 31/12/2018 881.947.882,83

[image: image39.emf]Saldo per 31/12/2017 3.470.690.500,00

Penambahan tahun 2018 189.000.000

Pengurangan tahun 2018

Saldo per 31/12/2018 3.659.690.500,00

[image: image40.emf]Saldo per 31/12/2015 Nihil

Penambahan tahun 2016 Nihil

Pengurangan tahun 206 Nihil
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Penambahan tahun 2016 Nihil 

Pengurangan tahun 2016 Nihil 

Saldo per 31/12/2016 Nihil 
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Jumlah
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[image: image44.emf]NO. URAIAN PER 31/12/2018 PER 31/12/2017

1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

2

Utang bunga

3

Pendapatan diterima dimuka

4

Utang beban

5 Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH 0,00 0,00



Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Demak merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.
B.
Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Demak Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1). 
Camat

· tugas pokok :
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

· fungsi :
a. Pengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

g. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

· tugas : 

a. Merumuskan program dan kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;


d. Merumuskan kebijakan Bupati di Kecamatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; 

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2). 
Sekretaris Camat

· tugas pokok :
membantu Camat untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian.

· fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Sekretariat;

b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan Kecamatan.

· tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan konsep konsep kebijakan camat sesuai bidang tugas di sekretariat; 

f. Menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;

g. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan,  perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan kecamatan secara periodik;

i. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sbg bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3). 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

· tugas pokok :
membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.

· tugas :

a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan  yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;  

f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional dan keuangan agar diketahui tingkat realisasi sesuai perencanaan untuk bahan laporan kepada atasan;

h. Menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

i. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Kecamatan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

j. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan guna meningkatkan mutu pelayanan;

k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporann dinas secara periodik;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4). 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

· tugas pokok :
membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan / perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.
· tugas :

a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan konsep naskah dinas administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;

f. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.

g. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang; 

h. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Kecamatan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

i. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5). 
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

· tugas pokok :
membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
· tugas : 

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;


c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;

h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan  Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;

j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;

k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;

l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;

m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan; 

n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;

o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa;

p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;

q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa; 

r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;

v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;

w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

z. Melaksanakan tugas kedinasan  lain  sesuai dengan perintah atasan.

6). 
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

· tugas pokok :
membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

· tugas :

a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan suasana kecamatan yang kondusif;

f. Menyiapkan  bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;

g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;

h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;

j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;

k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;

m. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;

n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7)
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
· tugas pokok :
membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

· tugas :

a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;

f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian; 

g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;

h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;

k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;

m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;

n. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah atasan.

8). 
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
· tugas pokok :
membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejaheraan rakyat;

· tugas :

a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;

f. Menyiapkan  bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat; 

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;

i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;

k. Melaksanakan fasilitasi,  pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;

l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;

m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

n. Membina lembaga-lembaga adat;

o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;

p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;

q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;

s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;

t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan  perintah atasan.

8). 
Kelompok Jabatan Fungsional

· tugas :  Nihil 
melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kecamatan.
C.
Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.



Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Sayung tahun 2017 ini telah disusun dan -disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB VI
P E N U T U P

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat  Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Equitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja OPD Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018  dan 2017
               Sayung,       Januari 2019
CAMAT – SAYUNG
Drs. SUGENG PUJIONO, M.Si
PEMBINA TK I
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Sheet1

		No		URAIAN		2018						2017

						 ANGGARAN		 REALISASI 		 % 		 REALISASI 

						 (Rp) 		(Rp) 				(Rp) 

		BELANJA DAERAH

		1		 Belanja Operasi 		2,325,864,000		2,155,466,950.00		93%		2,459,427,434

		2		 Belanja Modal 		20,000,000		17,000,000.00		85%		417,443,500

				Jumlah		2,345,864,000		2,172,466,950		93%		2,876,870,934










Sheet1

		No 		 URAIAN 		2018						2017

						 ANGGARAN		 REALISASI		 % 		 REALISASI 

						 (Rp) 		 (Rp) 				(Rp) 

		BELANJA MODAL 

		1		BM Tanah 

		2		BM  Peralatan dan Mesin 		20,000,000		17,000,000		85%		317,887,500

		3		BM Gedung dan Bangunan 

		4		BM Jalan.Irigasi dan Jaringan 

		5		BM Aset Tetap Lainnya 

		6		BM  Aset Lainnya 



		Jumlah Belanja Modal 				20,000,000.00		17,000,000.00		85%		317,887,500.00










Sheet1

		Saldo per 31/12/2017		865,157,882.83

		Penambahan tahun 2018		17,000,000

		Pengurangan tahun 2018		210,000.00

		Saldo per 31/12/2018		881,947,882.83

				23,376,140.00

				28,181,000

				51,557,140.00






Sheet1

		Saldo per 31/12/2017		3,470,690,500.00

		Penambahan tahun 2018		189,000,000

		Pengurangan tahun 2018

		Saldo per 31/12/2018		3,659,690,500.00





Sheet2






Sheet1

		NO		URAIAN		PER 31/12/2018		PER 31/12/2017

		1		Tagihan Penjualan Angsuran

		2		Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

		3		Kemitraan dengan Pihak Ketiga

		4		Aset Tak Berwujud

		5		Aset Lain-lain

				Jumlah

						0.00		ERROR:#DIV/0!






Sheet1

		NO.		URAIAN		PER 31/12/2018		PER 31/12/2017

		1		Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

		2		Utang bunga

		3		Pendapatan diterima dimuka

		4		Utang beban

		5		Utang Jangka Pendek Lainnya

				JUMLAH		0.00		0.00






Sheet1

		NO		URAIAN		PER 31/12/2018		PER 31/12/2017



		1		Tanah		1,851,000,000.00		1,851,000,000.00

		2		Peralatan dan Mesin		881,947,882.83		865,157,882.83

		3		Gedung dan Bangunan		3,659,690,500.00		3,470,690,500.00

		4		Jalan, Irigasi dan Jaringan		1,379,774,000.00		1,381,424,000.00

		5		Aset Tetap Lainnya

		6		Konstruksi dalam Pengerjaan



				JUMLAH		7,772,412,382.83		7,568,272,382.83

						204,140,000.00

						0.0269731307






Sheet1

		No		Jenis Persediaan		Nama barang		Jumlah Unit		Harga / unit		Jumlah Harga

				Alat Tulis Kantor		HVS		3		Rp   45,000		135,000.00

						Stop Map Folio		60		Rp   1,500		90,000.00

						Snelhecter Folio		10		Rp   1,500		15,000.00

						Tinta Prins		1		Rp   15,000		15,000.00



				J U M L A H								255,000.00










































Sheet1

		Saldo per 31/12/2017		1,851,000,000.00

		Penambahan tahun 2018

		Pengurangan tahun 2018

		Saldo per 31/12/2018		1,851,000,000.00






Sheet1

		No		Jenis Persediaan		2018		2017

				Alat Tulis Kantor		255,000		754,000

				Materai				75,000

				Alat Listrik				- 0

				Barang Cetakan

				Karcis

				Alat Kebersihan				43,000

				Aspal

				Makan dan minum				158,000

				Barang Kuasi (Dinhubkominfo)

				Bahan Bakar Minyak Pelumas

				Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / Pihak ketiga

				Obat-obatan

				Bahan Laboratorium

				Lain-lain

						255,000		1,030,000





































		JUMLAH






Sheet1

		NO		Uraian		2018						REALISASI 2017

						ANGGARAN		REALISASI		%

		1		Gaji dan Tunjangan		1,407,414,000		1,256,672,193		89%		1,245,351,382

		2		Tambahan Penghasilan PNS		387,150,000		386,850,000		100%		354,200

		3		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

		4		Insentif Pemungutan Pajak Daerah

		5		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

		6		Honorarium PNS		27,143,000		27,143,000		100%		27,570,000

		7		Honorarium Non PNS		50,100,000		49,686,900		99%		38,392,000

		8		Uang Lembur

		9		Belanja Pegawai BLUD

				Jumlah		1,871,807,000		1,720,352,093		92%		1,311,667,582
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Sheet1

		NO		Uraian		2018						REALISASI 2017

						ANGGARAN		REALISASI		%

		1		Belanja Bahan Pakai Habis		20,252,000		20,252,000		100%		31,143,000

		2		Belanja Bahan/Material		32,675,000		32,675,000		100%		124,000,000

		3		Belanja Jasa Kantor		144,380,450		126,271,727		87%		150,787,292

		4		Belanja Premi Asuransi		971,550		513,130		53%		41,040

		5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		37,000,000		37,000,000		100%		32,500,000

		6		Belanja Cetak dan Penggandaan		10,698,000		10,688,000		100%		21,217,000

		7		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		- 0		- 0		0%

		8		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		625,000		500,000		100%		2,500,000

		9		Belanja Sewa Alat Berat

		10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor						100%		12,125,000

		11		Belanja Makanan dan Minuman		71,905,000		71,665,000		100%		141,540,000

		12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		15,000,000		15,000,000		100%		10,000,000

		13		Belanja Pakaian Kerja

		14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		16,850,000		16,850,000		100%		30,850,000

		15		Belanja Perjalanan Dinas		65,700,000		65,700,000		100%		85,583,000

		16		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

		17		Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		20,000,000		20,000,000		100%		20,000,000

		18		Belanja Pemeliharaan		18,000,000		18,000,000		100%		32,293,600

		19		Belanja Jasa Konsultansi

		20		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

		21		Belanja Barang dan Jasa BLUD

		22		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

		23		Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS

				JUMLAH		454,057,000		435,114,857		96%		694,579,932






Sheet1

		No		URAIAN		2018						2017

						 ANGGARAN 		 REALISASI		 % 		 REALISASI 

						(Rp) 		 (Rp) 				(Rp) 

		BELANJA OPERASI

		1		Belanja Pegawai		1,871,807,000		1,720,352,093		92%		1,764,847,502

		2		Belanja Barang 		454,057,000		435,114,857		96%		694,579,932

		Jumlah Belanja Operasi				2,325,864,000		2,155,466,950		93%		2,459,427,434








_1517128613.xls
Sheet1

		No		KEGIATAN		JENIS BELANJA  BARANG		PAGU		REALISASI		SISA PAGU		KETERANGAN

		1		N I H I L		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

						dll

				JUMLAH






Sheet1

		No		Nama Subjek Pajak / Retribusi		Piutang 2015		SKP-D/ SKR-D 2016		Pembayaran		Saldo Piutang 2015








Sheet1

		No		Tahun 		Piutang		%		Penyisihan		Net Realizable Value (NRV)		Keterangan

		1		2011				100%		- 0		- 0		Macet

		2		2012				50%		- 0		- 0		Diragukan

		3		2013				25%		- 0		- 0		Kurang lancar

		4		2014				25%		- 0		- 0		Kurang lancar

		5		2015				- 0		- 0		- 0		Lancar

		JUMLAH				- 0				- 0		- 0






Sheet1

		No		Tahun 		Piutang		%		Penyisihan		Net Realizable Value (NRV)		Keterangan

		1		2011				100%		- 0		- 0		Macet

		2		2012				50%		- 0		- 0		Diragukan

		3		2013				50%		- 0		- 0		Diragukan

		4		2014				25%		- 0		- 0		Kurang lancar

		5		2015				25%		- 0		- 0		Kurang lancar

		6		2016				- 0		- 0		- 0		Lancar

		JUMLAH				- 0				- 0		- 0
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		Saldo per 31/12/2015		Nihil 

		Penambahan tahun 2016		Nihil 

		Pengurangan tahun 2016		Nihil 

		Saldo per 31/12/2016		Nihil 






Sheet1

		Saldo Piutang s.d 2015		Pembayaran 2016		Penambahan Piutang 2015		Saldo Piutang s.d 2016








Sheet1

		Saldo per 31/12/2015		Nihil

		Penambahan tahun 2016		Nihil

		Pengurangan tahun 206		Nihil

		Saldo per 31/12/2014
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		NO		PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN		REALISASI		SISA ANGGARAN		%

				N i i h i l



				JUMLAH
























Sheet1

		No		Tahun 		Piutang		%		Penyisihan		Net Realizable Value (NRV)		Keterangan

		1		2010				 -

		2		2011

		3		2012

		4		2013

		5		2014

		JUMLAH				- 0				- 0		- 0
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Sheet1

		NO		Jenis / Nama Aset		Spesifikasi		Tahun pengadaan		Jumlah Unit		Harga Perolehan		Keterangan

		1

		2

		3

				JUMLAH				-		-		-		-






